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SALINAN

 PUTUSAN

Nomor 2219/Pdt.G/2024/PA.Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara: 

Penggugat, NIK 3205065106000003, tempat dan tanggal lahir Garut, 11

Juni  2000,  agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung

Sukasari  RT  05  RW  10  Desa  Sukamukti  Kecamatan

Banyuresmi Kabupaten Garut, dalam hal ini memberikan

kuasa kepada Cevy Virga Septa Maakh, S.H., dan rekan,

Advokat, yang berkantor di Jalan Merdeka Gang Resik I

Nomor  89/558  Jayaraga  Tarogong  Kidul  Kabupaten

Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 April

2024;

Penggugat;

Lawan

Tergugat,  NIK 3205060208960003, tempat dan tanggal lahir Garut 02

Agustus 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Buruh  Harian  Lepas,  bertempat  tinggal  di  Kampung

Sukasari  RT  05  RW  10  Desa  Sukamukti  Kecamatan

Banyuresmi Kabupaten Garut;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
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Bahwa  Penggugat  dalam  surat  gugatan  tanggal  14  Mei  2024  yang

didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Garut,  Nomor

2219/Pdt.G/2024/PA.Grt,  tanggal  14  Mei  2024,  dengan  dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  penggugat  dan  tergugat  adalah  pasangan  suami  isteri 

yang telah menikah secara sah pada hari  Minggu tanggal 18 Oktober

2020  M  atau  bertepatan  dengan  tanggal  01  Rabiul  Awal  1442  H,

dihadapan Pegawai  pencatat  Nikah di  wilayah Kantor  Urusan Agama

Kecamatan  Banyuresmi  Kabupaten  Garut,  dan  telah  dicatat  dalam

kutipan akta  nikah nomor  :  0635/  014/X/2020,  Tertanggal  18  Oktober

2020. 

2. Bahwa  setelah  melangsungkan  akad  nikah,  penggugat  dan

tergugat selanjutnya membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua

tergugat  di  Kampung  Sukasari  RT  05  RW  10  Desa  Sukamukti

Kecamatan  Banyuresmi  Kabupaten  Garut,  telah  berhubungan

sebagaimana pasangan suami isteri pada umumnya dan telah di karuniai

1  (  satu  )  orang  anak  bernama  : Zia  Nafiza  Qorya.  NIK  :

3205395204020003.  Tempat Tanggal  Lahir  :  Garut,  12 Februari  2021.

Jenis  Kelamin  :  Perempuan.  Pendidikan  Terakhir:  Belum  Sekolah.

Sekarang berada dalam asuhan penggugat sebagai ibu kandungnya.  

3. Bahwa  pada  awalnya  hubungan  perkawinan  penggugat  dan

tergugat  berlangsung  harmonis,  akan  tetapi  setelah  dijalani  sekitar  3

( tiga ) tahun lamanya, ternyata  hubungan ini mulai goyah, sering terjadi

perselisihan  terus  menerus  yang  tidak  dapat  dirukunkan  disebabkan

karena tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan

nafkah  lahir,sementara  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok  sehari-hari

penggugat  berusaha  sendiri  dan  terkadang  dibantu  oleh  orang  tua

penggugat, hal ini berlangsung  sejak bulan Juli tahun 2023. 

4. Bahwa puncak dari  perselisihan tersebut pada posita 3 (  tiga )

diatas, sekitar bulan Oktober  tahun 2023, penggugat dan tergugat telah

pisah rumah dimana penggugat pergi meninggalkan tergugat pulang ke

rumah orang tua penggugat sebagaimana alamat penggugat tersebut di
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depan  dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak 

terjalin komunikasi yang baik sebagai suami isteri. 

5. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini,  penggugat telah

bermusyawarah  dengan  tergugat  bahkan  pernah  melibatkan  keluarga

kedua  belah  pihak  untuk  meminta  jalan  terbaik  guna  menjaga  dan

mempertahankan keutuhan perkawinan akan tetapi tidak berhasil. 

6. Bahwa  karena  musyawarah  tidak  berhasil  penggugat  dengan

berat hati mengambil sikap tidak akan dan tidak sanggup melanjutkan

hubungan perkawinan dengan tergugat karena apabila dilanjutkan maka

apa  yang  menjadi  tujuan  dari  suatu  perkawinan  sebagaimana  yang

diamanatkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  tidak  dapat

diwujudkan dengan demikian antara penggugat dengan  tergugat tidak

dapat hidup rukun. 

7. Bahwa  alasan  gugatan  perceraian  ini  sebagaimana  tersebut

pada posita angka ( 3 ) tersebut di atas berdasarkan pasal 39 ayat 2

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116

huruf  (  f  )  Instruksi  Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi

Hukum Islam. 

8. Bahwa penggugat  memohon kepada  Ketua  Pengadilan  Agama

Garut  Kelas  1  A,  melalui  Ketua  Majelis  Hakim yang memeriksa  dan

mengadili  perkara ini  berkenan untuk  memutuskan perkawinan antara

penggugat dengan tergugat 

9. Bahwa penggugat bersedia mengeluarkan biaya  perkara sesuai

dengan peraturan yang berlaku. 

 Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  diatas,  penggugat  memohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Garut Kelas 1 A, melalui Ketua Majelis

Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  berkenan  memutuskan

dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat. 

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat  (Penggugat). 
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3. Biaya perkara menurut hukum. 

 Subsidair :

Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi

Kuasa  Hukumnya  telah  datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan

Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang

lain  untuk  menghadap  sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun

berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2219/Pdt.G/2024/PA.Grt Tanggal

16 Mei 2024 dan Nomor 2219/Pdt.G/2024/PA.Grt Tanggal  31 Mei 2024  yang

dibacakan di  persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut,

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

oleh suatu alasan yang sah;  

Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Cevy Virga Septa Maakh,

S.H., Mahbub Mahbubun, S.Sy. Endang Rosidin, S.H. dan Dian Agustina, S.H.,

Advokat,  yang  berkantor  di  Jalan  Merdeka  Gang  Resik  I  Nomor  89/558

Jayaraga Tarogong Kidul  Kabupaten Garut,  dalam hal  ini  berdasarkan surat

kuasa  khusus  tanggal  03  April  2024,  Majelis  Hakim  telah  memeriksa

kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal

30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran

Mahkamah Agung Republik  Indonesia  Nomor  06 Tahun 1994 tentang Surat

Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati  Penggugat agar berfikir  untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  Penggugat  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti berupa:
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A. Surat:

Fotokopi  Kutipan Akta Nikah Nomor 0635/ 014/X/2020 tanggal 18 Oktober

2020 yang dikeluarkan oleh KUA Banyuresmi  Kabupaten Garut  Provinsi

Jawa Barat,  bermeterai  cukup  dan  oleh  Ketua  Majelis  telah  dicocokkan

sesuai dengan aslinya, bukti P.;

B. Saksi:  

1. saksi,  umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat

tinggal  di  Kampung Cibuntu RT 05 RW 10 Desa Sukamukti  Kecamatan

Banyuresmi  Kabupaten  Garut,  di  persidangan  mengaku  sebagai  Ibu

Kandung  Penggugat,  di  bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan

sebagai berikut:

 Bahwa,   saksi  mengetahui  Penggugat  dan Tergugat,  keduanya

suami istri sah, yang menikah pada 18 Oktober 2020, dari pernikahan

tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

 Bahwa,  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama di rumah orang tua Tergugat;

 Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat sejak bulan Juli tahun 2023 sudah mulai ada masalah, sering

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  sulit  untuk  dirukunkan

disebabkan  karena  Tergugat  kurang  bertanggung  jawab  dalam  hal

nafkah lahir keluarga;

 Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan langsung Penggugat dan

Tergugat bertengkar di rumah mereka pada saat saksi berkunjung ke

rumah mereka;

 Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Oktober tahun 2023  antara

Penggugat  dengan Tergugat   sudah pisah rumah karena Penggugat

pergi meninggalkan rumah, dan  selama  itu pula  antara Penggugat

dengan  Tergugat   sudah  tidak  pernah  berkomunikasi  yang  baik

layaknya suami isteri;

 Bahwa,  saksi  selaku  keluarga  Penggugat  sudah  berusaha

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

 Bahwa,  saksi  sudah  tidak  sanggup  untuk  merukunkan  antara
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Penggugat dan Tergugat;

2. saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat

tinggal  di  Kampung Cibuntu  RT 05 RW 10 Desa  Sukamukti  Kecamatan

Banyuresmi  Kabupaten  Garut,  di  persidangan  mengaku  sebagai  Ayah

sambung Penggugat,  memberikan keterangan di  bawah sumpah sebagai

berikut:

 Bahwa,  saksi mengetahui Penggugat  dan  Tergugat, keduanya

sebagai suami istri sah sejak 18 Oktober 2020 yang lalu, dari pernikahan

tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

 Bahwa,  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama di rumah saya;

 Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat sejak bulan Juli tahun 2023 sudah mulai ada masalah, sering

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  sulit  untuk  dirukunkan

disebabkan  karena  Tergugat  malas  bekerja  sehingga  tidak  bisa

memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

 Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan langsung Penggugat dan

Tergugat bertengkar di rumah saya;

 Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Oktober tahun 2023  antara

Penggugat  dengan  Tergugat   sudah  pisah  rumah  karena  Penggugat

pergi  meninggalkan rumah, dan  selama  itu  pula  antara Penggugat

dengan Tergugat  sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya

suami isteri;

 Bahwa,  saksi  selaku   keluarga   Penggugat  sudah  berusaha

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk  mempersingkat  uraian putusan ini,  segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang,  bahwa  Kuasa  Hukum  pihak  Penggugat  telah  memenuhi

persyaratan sesuai  ketentuan Pasal  2,  3,  dan 4 Undang-Undang Nomor 18

tahun  2003  tentang  Advokat  dan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik

Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-

Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal

standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)

Nomor  2219/Pdt.G/2024/PA.Grt  Tanggal  16  Mei  2024  dan  Nomor

2219/Pdt.G/2024/PA.Grt Tanggal 31 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan,

Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  sedangkan  tidak  ternyata

bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang

sah;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

dan gugatan Penggugat  tersebut harus diperiksa secara verstek,  vide  Pasal

125 ayat (1) HIR;

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  alasan  perceraian  dalam  gugatan

Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan

dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

dalam rumah tangga, sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun

2023 yang penyebabnya karena  Tergugat kurang bertanggung jawab dalam

hal  nafkah  lahir  keluarga,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  19  huruf  (f)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-

tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak

pernah hadir  di  persidangan,  namun karena perkara  ini  perkara  perceraian,
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maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-alasan

perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang,  bahwa berdasarkan Pasal  163 HIR  jo.  Pasal  1685  KUH

Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa Penggugat  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya  telah

mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti  P. telah memenuhi syarat formil  dan materiil

sebagai akta otentik,  oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata,

membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah

secara hukum Islam pada  tanggal 18 Oktober 2020 dengan demikian bukti

tersebut telah memenuhi syarat materiil  suatu bukti  autentik untuk perkara a

quo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil

sebagai  saksi  sesuai  Pasal  145 ayat  (1)  HIR dan Pasal  171 dan 172 HIR,

sehingga membuktikan bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat

dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2023, rumah

tangga Penggugat  dengan Tergugat  mulai  goyah,  sering  terjadi  perselisihan

yang  terus  menerus  yang  tidak  dapat  dirukunkan  yang  disebabkan  karena

Tergugat  kurang  bertanggung  jawab  dalam hal  nafkah  lahir  keluarga,  serta

sejak  bulan  Oktober  tahun  2023  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti  di  atas ditemukan

fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  pasangan  suami  istri  sah  sejak

tanggal 18 Oktober 2020, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu)

orang anak;

2. Pada  awalnya  hubungan  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat

berlangsung harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2023, rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang

terus  menerus  yang  tidak  dapat  dirukunkan  yang  disebabkan  karena

Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir keluarga;
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1. sejak  bulan  Oktober  tahun  2023  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

telah berpisah tempat tinggal, dan  selama berpisah antara  keduanya tidak

pernah berkumpul bersama lagi;

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun

tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Suami  atau  isteri  mengabaikan  norma  perkawinan  maka  ikatan

perkawinan  akan  sangat  rentan  terhadap  adanya  perceraian.  Kenyataan

inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai

(rukun  kembali)  dengan  Tergugat  selama  dalam  proses  persidangan,

merupakan  fakta  kongkrit  yang  menunjukkan  bahwa  hubungan  antara

Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  sampai  pada  tingkat  pecahnya

perkawinan (broken marriage);

3. Rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  sudah sulit  untuk dirukunkan

kembali,  perkawinan  yang  telah  pecah  seperti  itu  tidak  akan  membawa

maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi

kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga

yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-

Qur’an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Apabila  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  ini  tetap  dipertahankan,

maka  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  akan  dapat  melaksanakan

kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34

ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  jo Pasal 77 ayat (2),

(3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  Majelis

Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma

hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

المـصــالـح      جـلــب على مـقـــدم المـفـــاســـد درأ
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Artinya : “Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  dan  pertimbangan

tersebut  di  atas,  maka  Majelis  Hakim  berkesimpulan  telah  terbukti  alasan

perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan pasal 39 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  jo.  pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, gugatan  Penggugat  a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum,

oleh karenanya gugatan Penggugat  patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas

dasar   adanya  pertengkaran  yang  terus  menerus,  dengan  memperhatikan

ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf  (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup

beralasan  bagi  Majelis  Hakim  untuk  menjatuhkan  talak  satu  ba’in  shugra

Tergugat  terhadap  Penggugat,  sehingga  bekas  suaminya  tidak  boleh  rujuk

dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  a  quo  masuk  dalam  bidang

perkawinan,  maka berdasarkan pasal  89 ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 7

tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang  Nomor  50  tahun  2009,  biaya  biaya  perkara   dibebankan  kepada

Penggugat;

Mengingat,  peraturan perundang-undangan yang berlaku serta  hukum

syari yang berkaitan dengan perkara ini ; 

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat  yang telah dipanggil secara resmi

dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;  

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat  (Penggugat).

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp495,000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); 
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Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Rabu tanggal 12 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal  05 Dzulhijah

1445 Hijriyyah  dalam  permusyawaratan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama

Garut yang terdiri  dari  Drs. Candra Triswangga sebagai Ketua Majelis, Drs.

Sahlan, S.H., M.H dan Dr. Yadi Kusmayadi, M.H. sebagai Hakim Anggota dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis

dengan dihadiri  Para  Hakim Anggota  tersebut  dan Eneng Siti  Rohmah,  SH

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan  Kuasa Hukum

Penggugat  tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua  Majelis,

Ttd.

Drs. Candra Triswangga

Hakim Anggota, 

Ttd.

 Drs. Sahlan, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Yadi Kusmayadi, M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Eneng Siti Rohmah, SH
Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pencatatan
2. Biaya Proses
3. Biaya Panggilan
4. Biaya PNBP Relaas
5. Biaya Redaksi
6. Biaya Meterai

Rp30.000,00
Rp75.000,00
Rp350.000,00
Rp20.000,00
Rp10.000,00
Rp10.000,00

Jumlah Rp495.000,00
(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera

Ade Suparman, S.Ag., S.H.
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